
. 
1 Undang-Undang Nemer 14 Tahun 1950 tentang PembentU<an 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling~ungan Propinsf Jawa Barat 
{Berna Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomo, 25 T ahun 2004 tentang Sislem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republlk lnoones,a 
Tahun 2004 Nemer 104, Tambahan Lembaran Negara Repubftl< 
Indonesia Nomer 4421); 

3. Undang-Undang Nemer 17 T ahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) NasJOnal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 33, T ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemor 4700); 

4. Undang4Jndang Nomo, 23 Tahun 2014 ten!ang Pemenntahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2014 Nemor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndooes,a Nomor 5587); 

a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemeMtahan daerah. pe,tu 
disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebaga1 pedeman da!am 
penyusunan Re11eana Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
{RAPBD); 

b. bahwa Rencana Keqa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah berdasarl<an Peraturan Oaerah Kabupaten Bekas, 
Nemor 6 Tahon 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Oaerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017; 

c bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a ean huruf b di alas. maka 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana K&lja Pemerintah 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016. 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 21 TAHUN 2015 

TENT ANG 

Mengingat 

Menimbang 



5 UflQilng-Uno;ong No:c.oc 33 Tahun 2004 t&ntar>g Pem-.ba'9an 
Keuangan Amara Pemervmm Pusat dan Peme11rn.-han Oaerah 
(Lembaran Negara Re;,ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambaha~ Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Ketja 
Pemenntah (Lembaran N&gara Republik tndOnesia Tahun 2<>04 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones,a 
Nomor 4405); 

7. Pera tu ran Pemerinlah Nornor 58 T ahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaocah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Repub(fk Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97. Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

9. Peraturan Pemerinlah Nornor 38 Tahlm 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemenn!.ah, Pemenntahan Oaei-ah 
Provmsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nornor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4737): 

10. Peraturan Menteri Oalam Negerl Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman PengeJolaan Keuangan Daerah sebaga;mana telah 
beberapa ka6 diubah terakhlr dengan Peraturan Merneri Oatam Negeri 
Namer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan 
Menteri Oalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Padoman 
Pengelolaan Keuangan Oaerah. 

11. Peraturan Menteri Oa!am Negeri Nornor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelal<sanaan Peraturan Pemerintah Nornor 8 T ahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Sekas, Nornor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok,Pokok Pengelclaan Keuangan Oaerah (lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1); 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomo, 6 T ahun 2008 1en1ang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6). 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bei<.asi Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaien Be:k.asi 
Tahun 2012·2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Oaerah Nomor 9 Tahun 2014 lentang pocubahan alas Peraturan 
Oaerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Kabupalen Bekasi Tahun 2012·2017 (lembaran 
Daerah Kabupatsn Bekasi Tahun 2014 Nomor 9); 

- 



Oalam rangka penyusunan Renja.SKPO Tahun 2016 sebagaimana dunaksud pada 
Pasal 2 aya1 (2) hurvr a, SKPO menggunakan RKPO Kabupaten Bel<asi Taht.ll 2016 untuk: 

Pasal 3 

(2) RKPO Kabupaten Bekasi Tahun 2016 berfungsi sebagai: 

a. Pedoman penyusunan Rencena Kerja Saluan Kerja Perangkal Daer.ii, (Ac~~l(P()) 
Tahun 2016; 

b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBO (KUA). Prioritas dan Plafon Anggacan 
Sementara (PPAS) dan RAPBO Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2016. 

(1) RKPO Kabupaten Bekasi Tahun 2016 bertujuan unrux menciptakan sine<grtao pelaksanaan 
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan anlat ongkat 
pemenntahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya da!am pembangunan 
~erah 

Pasal2 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) Kabupaten Bekas, Tahun 2016 sebagaHTiana 
d.maksud pada aya1 (1), merupakan penJabaran datl Reneana Pembangungan Jangka 
Menengah Oaerah (RPJMO) Kabupaten Bekasl Tahun 2012·2017 dan mengacu kepa<ta 
RKPO Provinsi Jawa Ba rat T ahun 2015 serta Rencana Kerja Pemelintah (RKP) ya119 
memuat ke<angka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, reneana keqa dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Peme<inlah Oaerah maupun yang 
drtempuh dengan mendorong partisipasj masyarakat 

I) Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) Kabupaten BekaSi Tallun 2016 adalah 
Ool<umen eerencaoaan Oaerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dan tanggal 
1 Januan sampai dengan 31 Oesember 2016, yang nnciannya sebagaimana tercantum 
d-alam Lampiran I dan Lampran II peraturan 1ni 

Paul 1 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH OAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 

MEMUTUSKAN : 

15 Peraturan Oaerall Kaoupa:..O 6el<as, Nam« 8 Tah<,n 201• tetUflQ 
Organ.sas, Perangkat Daetah !lembaran Oaerah Kabupa;en Bei<aSI 
Tahun 2014 Nomor 8): 

16. Peraturan BupatJ Bekas, Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penyu$unan Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan PembanguOiln 
Oaerah (Serita Oaerah Kab\lpaten Sekasi Tahun 2013 Nomor 25) 



\H. MUHYIOOIN 
BERIT A OAERAH KABUPATEN BEKASI T AHUN 2015 NOMOR 21 

Oiundangkan di : Cikarang Pusat 
c, Pada Tang • 

1:,SEKR I KABUPATEN BEKASI V,, 

BUPATI BEKASI 
ltd 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

Oitetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 25 Meo 2015 

~gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini de:ngan 
penempatannya dalam Berna Oaerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal6 
u,a,an RKPO Kabupa\en Bekasi Tahun 2016 sebagaimana tercanlum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
Pasal7 

Peraturan nu mulal berlaku pada tanggal cfiundangkan. 

Pasal5 

(' Kepala SKPO melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Ren1a-SKPO tahun sebelL111nya. 

2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusoo eva1u.asi 
rencana pembangunan berdasarkan hasll evaluasi Kepala SKPD sebagaU'Tlana dimaksud 

pada ayat (1). 

(31 Hasil evaluasi sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) menjadJ bahan daiam penyusunan 
RKPO Tahun 2016. 

a Penyusunan Rancangan Akh r Renp-SKPD T,c1hun 2016 yang Chtetapkan deng;m 

Keputusan Kepala SKPO, 
b Bahan penyusunan Rencana Keqa dan Anggaran Satuan Kerja Peraogkat Oaerah 

(RKA-SKPDJ Tahun 2016 dengan memperhat;~an petunjuk tekn;s, stand"' Olaya clan 

s:ar<lar harga barang(iasa yang telah ditetapl<an. 
Pasal 4 

xecera Sadan Perencanaan Pembangunan Oaerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan 
temadap Rancangan Akhir Renja-SKPO mengenai kesesuaiannya dengan RKPO dan Renwa 
SKPD. 


